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UNTUK KORBAN GEMPA BUMI

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NURWANTO

081)1511441

Abstract

This study investigates the continuity of access to basic and middle education for
earthquake victims in Daerah lstimewa Yogyakarta. This study is a descriptive-quantita-
tive study. The research subjects are the students parents, principals, local government,
the education office and the DPRD.The results ofthis study indicate that earthquake con-
trlbuted to the number of students who drop out of school. The number of drop out stu-
dents can be suppressed bythe existence of a solution-government program, However, if
the program is withdrawn, there will be swelling of the number of drop out students.The
results of this study also emphasize that the role of schools in developing communication
with stakeholders needs to be intensified and the sources ofcapital needs to be expanded
to restore the access to education.

Keywords: occess, ed ucation, earthquoke

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki tentang kelangsungan akses pendidikan dasar dan menen-
gah bagi korban gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif-kuantitatif. Subjek penelitian meliputi orangtua pembelajar, kepala

sekolah, pemerintah daerah, dinas pendidikan dan DPRD di Kabupaten Bantul dan Kota

Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa gempa bumi berperan dalam mening-
katnya jumlah pembelajar yang putus sekolah. Jumlah pembelajar yang putus sekolah

dapat ditekan dengan adanya program pemerintah yang solutif. Akan tetapijika program

itu dicabut, akan terjadi pembengkakan angka pembelajar yang putus sekolah. Hasil

penelitian juga menekankan agar peran sekolah dalam membangun komunikasi dengan
para pemangku kepentingan diintensifkan dan perlu dilakukan perluasan sumber-sum-
ber kapital untuk memulihkan akes pendidikan.

Koto kunci: akses, pendidikan, gempa



PENDAHULUAN

Akses darr partisipasi masyarakat
yang merata dalam pendidikan menjadi

entry point untuk menciptakan bangsa

yang berkualitas di masa depan' Fakta

bahwa pendidikan menentukan kualitas

bangsa didukung oleh data dari Human

Development lndex (HDl), yang menya-

takan bahwa dalam beberapa tahun ter-

akhir, lndonesia berada pada peringkat

ke-104 (199s), ke-]09 (2000), ke-l 10

(2002), ke-1 12 (2003), ke-1 1 1 (2004) dan

ke-l I 0 (2005) dari sekitar 1 70-an negara

(Depdiknas, 2005, h. 16).

Berdasarkan laporan The World Eco-

nomic Forum (Swedia, 2000), lndonesia

memiliki daya saling yang rendah, yaitu

menduduki urutan ke-37 dari 57 negara

yang disurveididunia dan dalam sepuluh

iahun terakhir negara ini masih jauh di

bawah Singapura, Malaysia, Filipina dan

Thailand (Kom7os, 61 1 1 /O4).

Pemerataan dan kelangsungan akses

pendidikan di tanah air sebagai daya

dukung kualitas bang-sa menjadi sede-

mikian penting meski dewasa ini masih

diliputi persoalan. Berdasarkan data Biro

Pusat Statistik (BPS) 2004 yang dihimpun

Depdiknas (2005, h. 16-17), dari sekitar

28,2 juta anak usia 0-6 tahun, baru 7 
'2

juta (25,3%) yang memperoleh layanan

Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD)' Angka

Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia

7,12 tahun dan usia 13-15 tahun sudah

mencaPai 96,80lo dan 83,50/o'

. , :',: i, SePtember 2007 
|

ha ::'-:: -: .renunjukkan bahwa

mas' ::':::?: s:kitar 3,20lo anak usia

7-1)..'-- ::- sa<itar 16,5% anak usia
'l 

3-1 j :3^ -- . :-: : :ak bersekolah, balk

kare-a :: -- ::-a'-r sekolah, Putus

sekc:a- ::a- :::< melanjutkan ke

1er)a^i ,z'1 33 ^ linogl Sementara

Itu r:S ::-:-:-'r -5la 16-18 tahun

suda. -=-::3: j3 j:: o-a n PartisiPasi

pe- C -: -. -: =' ,-1:-..^ -^ d Perguruan
-1---':a--Lr 9y

3er3a;.'.'-- ^':--as 3a ltbang DeP-

dikna; l:';::-: -a(a oacat dlsimPul-

kan ba^,',4 3:*:i I :lnggi lenjang
penc C \a^ :a'
me ne.9a ^ ^lrctra

cencioikan dasar,

oendidikan tinggi,

angka oa-: s 9a: nL a semakin rendah

lKa,1.c;s 5 2 C2: \'astuhu, 2003, h. 1)'

P.c: :- <3iangsungan Pendidikan di

atas ju9. ses;ai dengan laporan UNFPA

(Da na (ePendudukan Perserikata n

Bangsa-:angsa Pada tahun 2005 1a-

poran tersebut berkaitan dengan keada-

an penduduk du nia 2OO5 dan janji kese-

taraan, kesetaraan jender, kesehata n

reproduks, dan tujuan Pembangunan
milenium.

Laporan terseb ut menyatakan bahwa

ju m lah Penduduk berusia sekolah

dasar di lndonesia yang melanjutkan

ke jenjang lanjutan relatif rendah di-

bandingkan negara-negara maju lain-

nya di Asia Tenggara dan sedikit lebih

ba ik d iba nd ing kan Kamboja, Laos, dan

Myanmar lBisnis lndonesia, 1 111 / 05)'
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Naskah Akademik UU Sistem Pendi-
dikan Nasional 2003 menjelaskan bah-
wa ketidakmerataan dan problem ke-
langsungan memperoleh kesempatan
pendidikan terutama terjadi pada ke-
lompok-kelompok (1) masyarakat per-
desaan dan atau masyarakat terpencil,
(2) keluarga yang kurang beruntung
secara ekonomi, sosial dan budaya,
(3) wanita, dan (4) penyandang cacat.
Secara lebih mendalam, temuan Suryadi
(2000) membuktikan bahwa terdapat
hubungan yang sangat nyata antara
variabel wilayah di lndonesia dengan
variabel alasan tidak bersekolah yang
di antaranya disebabkan oleh kesulitan
biaya sebagai faktor dominan.

Temuan ini selaras dengan data BPS

2003 yang menunjukkan bahwa seba-
gian besar (76026) keluarga menyatakan
penyebab utama anak putus sekolah
atau tidak melanjutkan sekolah adalah
karena alasan ekonomi, yang di an-
taranya karena tidak memiliki biaya
sekolah (67o16) serta harus bekerja dan
mencari nafkah (&7026) (Depdiknas, 2005,

h. 17).

Adanya kesulitan biaya pendidikan
tersebut tentu saja dipicu oleh kondisi
ekonomi yang lemah yang bertalian
erat dengan persoalan kemiskinan.
Secara teoretek, kemiskinan dapat saja

berlangsung sebagai warisan sosiokul-
tural, konstruki sosial yang tidak adil dan
sebab-sebab lain seperti bencana alam.
Bencana alam yang melanda berbagai

wilayah di negeri ini, seperti banjir, ke-
bakaran, letusan gunung, gempa bumi,
dan tsunami, ikut menyumbang pada
angka kemiskinan yang semakin mem-
bengkak yang pada akhimya mempe-
ngaruhi angka partisipasi dan kelang-
sungan akses pendidikan.

Bencana gempa bumi dengan keku-
atan 5,9 skala richter yang melanda
wilayah DIY dan Jawa Tengah pada
tanggal 27 Mei 2006 telah menelan
korban jiwa dan meluluh-lantakkan
rumah, gedung dan berbagai fasilitas
publik. Berdasarkan informasi yang
dihimpun oleh Satkorlak, korban me-
ninggal di DIY mencapai 5000-an jiwa,
yang tersebar di Bantul, Sleman, Yog-
yakarta, Kulon Progo, dan Gunung Kidul
(Data Satkorlak Juni 2006).

Menurut data Kimpraswil DIY (hingga
Mei 2007), jumlah rumah rusak berat di
DlYmencapai 1 60.1 09buah,rusaksedang
85.356 buah, dan rusak ringan 168.827
buah (Kedaulatan Rakyot, 21/05/07).
Menurut Dinas Sosial DIY (2005), Bantul
merupakan wilayah terparah dengan
jumlah korban meninggal 4.203 jiwa,
korban mengungsi 781.196 dan kerusa-
kan rumah (ringan hingga berat) menca-
pai ratusan ribu rumah yang tersebar di
sejumlah kecamatan. Data tersebut di-
sajikan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Korban meninggal di Kota Yogyakarta
mencapai 185 orang (Data Satkorlak
Juni 2006) dan jumlah rumah rusak
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1 Dlingo 18 9,451 37,462 1,37', 3,38 1,72

) Piyungan 241 12,182 43,6U 5,5 14 4,801 3,135

3 Pleret 519 12,226 37,478 8,.]39 2,322
,l,438

4 Banquntapan 236 23,935 81,425 5,557 8,232 7,452

5 Bantul 247 20,216 59,24 4,708 7,338 3,301

6 lmogirt 318 14,57 56,805 s,664 5,354 4,471

7 Jetts 830 15,507 50,98 1 1,356 2,61 664

8 Sewon 462 24,307 95,592 8,281 8,496 6,004

Jumlah 4,203 223,12 781,196 71,7 63 71,372 66,359

5!mber: Dinas Sosial DIY 2005.

: I I A, Vol. 4, No. 2, September 2002 
|

Tabell.
Rekapitulasi Data Korban Gempa Tehonik' 

Kabupaten Bantul
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berat mencapai 6000-an. Sementara
itu, jumlah sekolah yang rusak berat di
Sleman 446 buah, di Bantul 914 buah, di
Gunung Kidul 428 buah, di Kulon Progo
312 buah, dan di Kota Yogyakarta 275
buah.

Data World Bank (2006) menunjukkan
bahwa untuk sementara waktu, lebih
dari 650.000 orang yang bekerja di
sektor yang terkena dampak gempa
bumi paling besar, yakni hampir 9006

dan terpusat di usaha kecil dan mene-
ngah, mengalami kesulitan ekonomi.
Data yang dihimpun oleh Kedaulatan
Rakyat (3 Agustus 2006) menyebutkan
bahwa angka pengangguran DIY se-

belum gempa burni sekitar 87.000

orang dan setelah gempa bumi diper-
kirakan mencapai 140.000 orang peng-

angguran.

Dampak melemahnya sektor eko-
nomi terhadap akses pendidikan pun

menemukan momentumnya. Riset se-

belumnya telah memperlihatkan ada-
nya dampak penurunan angka putus

sekolah siswa SD SMP dan SMA se-
panjang tahun-tahun krisis ekonomi
(Darmaningtyas, 1 999, h. 32).

Sebagai akibat dari bencana gemPa

bumi di Yogyakarta, dapat diprediksikan
bahwa angka putus sekolah (drop out)
di DIY semakin meningkat disebabkan
semakin melemahnya sektor sosial, ter-
utama anak yang ditinggal mati oleh
orangtuanya, dan sektor ekonomi kare-

na hilangnya mata pencaharian.

Secara nasional, berdasarkan data
Balitbang Diknas (2003), angka putus
sekolah untuk SD 2,97o/o,SMP 2,42o/o,

SMA 3,060lo dan Perguruan Tinggi 5,9o/o

(Suyanto, 2005, h. 11). Sementara itu,
data Balitbang Diknas 2004 menunjuk-
kan bahwa semakin tinggijenjang pen-
didikan, semakin tinggi pula angka pu-
tus sekolah, sehingga semakin rendah
pula angka efisiensi pengelolaan pen-
didikan (Depdiknas, 2005. H. 32). Dikha-
watirkan angka drop out di wilayah DIY

sebagai akibat bencana gempa bumi
juga semakin tinggi. Oleh karena itu ke-
bijakan pemerintah yang responsif-an-
tisipatif dan partisipatif terkait dengan
kelangsungan pendidikan dasar perlu
dikembangkan secara cermat.

Pengambilan keputusan yang se-
pihak dari pemerintah tanpa memper-
hatikan kebutuhan dan masalah nyata
yang dihadapi oleh masyarakat DIY

dan sekitarnya setelah gempa bumi
telah menimbulkan banyak masalah.
Sebagai contoh adalah pembagian ja-
tah hidup dan kasus dana rekonstruki
yang salah sasaran sehingga dalam
pemberian bantuan untuk pendidikan
pun dimungkinkan dapat terjadi pe-
nyelewengan dan salah urus. Pengam-
bilan keputusan lainnya yang sangat
problematik adalah ketidakpekaan se-

bagian besar institusi pendidikan yang
melakukan pungutan pada penerimaan
siswa baru mengingat proses peneri-
maan siswa baru berlangsung tidak
lama setelah terjadinya gempa (www.

ireyoga.org). Berangkat dari kesaksian
tersebut, maka dapat dipertanyakan

11i



bagaimana sebenarnya kebijakan atatt

langkah-langkah yang ditempuh oleh

pemerintah dan sekolah dalam me-

respons kondisi masyarakat pasca gem-

pa bumi tersebut.

Riset terdahulu (prior research) me-

nunjukkan adanya bentuk pengambilan

keputusan atau kebijakan pemerintah

Bantul dalam bidang pendidikan yang

tidak partisipatif alias masih elitis (Na-

siwan, 2003). Di antara pengambilan

keputusan yang elitis antara lain adalah

perumusan visi dan misi yang tidak me-

libatkan stokeholders pendidikan, ke-

bijakan studi lanjut yang tidak diiringi

dengan dukungan kelangsungannYa

bagi para guru, di antaranya jam me-

ngajar yang masih padat, dan pengalo-

kasian anggaran pendidikan yang tidak

selaras dengan kebutuhan nyata ma-

syarakat, terutama warga miskin' Riset

ini sekaligus menajamkan makna pen-

tingnya kebijakan yang partisipatif atau

melibatkan masyarakat dart stakeholders

yang terkait sekaligus transformatif yakni
'benar-benar 

mengubah kondisi ke arah

yang lebih baik'

Riset terdahulu lain nya dilakukan

ditakukan oleh Pusat Studi KePen-

dudukan dan Otonomi Daerah UGM

(2003, h. 194) terkait dengan pengam-

bilan keputusan dan kebijakan pendi-

dikan di sejumlah daerah di lndonesia

yang menunjukkan belum aspiratifnya

pengambilan keputusan yang dilakukan

oleh pemerintah dan dinas pendidikan'

Hal itu terjadi karena pemerintah lebih

1':-:.:^.:- :s: 'asi kePala sekolah

oa- .,':-; -: o:ikan orangtua Pem-
b.:.:' :::: : -;<at mPlementasi, du-

k.-::- ::-: :a' Pemerintah untuk

ce-::.,::- 33' 3 likan pun dirasakan

se-;.: .:: . ..: : :andingkan dengan

b::-- : a,. ;z^a harus ditanggung

o:^ .: -j';- ):di SuPriadi, 2004, h.

:- -:- : :::s sekaligus menjadi Per-

ii-:3-i3- ::::-s al dan kontekstual

L':-. -: ^:: :?ran Pemerintah DIY

t3.-::-: : 'l-c!oaten Bantul dan

Ko::':;.:.:':: calam menangani ke-

a^gs--;:- :<;:s Pendidikan bagi kor-

ba- ;:-:: :-- lrang secara sosial dan

e(c-:- ::':3:3a am keadaan lemah'

R sa: - *:^:aoa mencari alternatif
pei:-:-:- i:c aKan tentang kelang-

s,-.3-:.i:s o:ndidlkan dasar dan

m.'.-;--::; xorban gemPa bumi'

Kc^:: - : 3!<tiKan dengan uPaYa-

upa-,a :e- i:c,aKan Pemerintah Yang

ma: ^ ::'..a^s:''rtrasi pada rekonstruksi

fisrx :='-:;-r c dalamnya infrastruktur

P- " - -

PERSPEKTIF TEORETIS

'1 . Kelangsungan Akses Pendidikan

Kao -; 3:;ar Bahasa lndonesia (2005,

fr. 63543. renYatakan bahwa kata

"ke ar9;i^gan sePadan dengan ka-

ta k. a^ -:an "ketahanan'; dan "ke-

sinan'o..,-9ai Yang berarii suatu

akti',, :a,. ::ar perihal Yang berlanjut
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atau berkembang. Dengan demikian,
kelangsungan akses pendidikan ada-
lah kelanjutan, ketahanan dan kesinam-
bungan untuk memperoleh kesempatan
pendidikan bagi masyarakat.

Pengertian pendidikan dapat ditin-
jau dari tiga cakupan. Pertama, ca-

kupan luas yang menyatakan bahwa
pendidikan adalah hidup itu sendiri
yang berupa pengalaman belajar da-
lam segala lingkungan dan segala
waktu. Kedua, cakupan sempit yang
menyatakan bahwa pendidikan adalah
pengajaran yang diselenggarakan di
sekolah formal. Ketiga, cakupan alterna-
tiflluas terbatas (akomodasi) yang me-
nyatakan bahwa pendidikan adalah usa-

ha sadar yang dilakukan oleh keluarga,
masyarakat dan pemerintah, melalui ke-
giatan bimbingan, pengajaran, dan/atau
latihan yang berlangsung di sekolah dan

di luar sekolah sepanjang hayat (Redja

Mudyahardjo, 2002, h. 3-1 6).

Cakupan pendidikan alternatif di atas

sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang mengakui dan meneguhkan adanya
pendidikan formal, informal dan non-
formal dalamsistem pendidikan nasional.

Kelangsungan untuk memperoleh ke-

sempatan pendidikan merupakan salah
satu persoalan pendidikan nasional
yang memerlukan perhatian serius, di
samping persoalan peningkatan mutu,
efisiensi, peran serta masyarakat dan
akuntabilitas (Fasli Jalal & Dedi Supriadi,

2001,h. mocvii). Tanpa adanya kelang-
sungan akses pendidikan, maka pening-
katan kualitas manusianya dalam pen-
didikan menjadi sesuatu yang mustahil
dilakukan.

Ukuran konseptual tentang kelang-
sungan akses pendidikan dapat dilihat
dari daya masuk, daya tahan, dan daya
lanjut pendidikan. Daya masuk meru-
pakan kemampuan untuk menempuh
pendidikan dalam kurun waktu tertentu.
Daya tahan merupakan kemampuan
menjalani pendidikan sehingga tidak
menyerah dan putus pendidikan (drop

out) di tengah jalan. Daya lanjut men-
cerminkan kemampuan dan kemam-
puan melanjutkan pendidikan ke jen-
jang yang lebih tinggi. Lingkaran ketiga
ukuran konseptual ketangsungan akses
pendidikan tersebut dapat dilihat pada

Gambar l.

lndikator (ukuran operasional) dari ke-
langsungan akses pendidikan yang di-
maksud di atas juga menganut prinsip
tuntas dalam pendidikan, yakni angka
partisipasi (masuk sekolah), angka me-
ngulang kelas, angka putus sekolah,
angka kebutuhan, angka melanjutkan
dan angka penyelesaian (Saiful Anam,
2005, h. 193). Keenam angka dalam ke-
langsungan pendidikan tersebut meru-
pakan satu kesatuan dalam sistem pen-
didikan.

Desentratisasi pendidikan diharap-
kan akan meningkatkan partisipasi
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Gambar 1'

Ukuran Kelangsungan Akses Pendidikan

Daya
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Daya

Masuk

Daya

Tahan
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Tabel 2.

lembaga Pendidikan Menurut Jenjangnya
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pemerintah daerah dan masyarakat se-
hingga pemerataan dan akses pendi-
dikan secara menyeluruh akan lebih ce-
pat tercapai.

Hal ini disebabkan pemerintah da-
erah akan lebih tahu tentang kebu-
tuhan masyarakat yang mereka layani,
di samping mempunyai kewenangan
penuh untuk merencanakan, membiayai
dan mengeksekusi renca na tersebut.
Namun, karena kemampuan daerah sa-
ngat bervariasi, maka perbedaan akses
pendidikan dan kelangsungannya an-
tara kabupaten dan kota di lndonesia
yang sudah terjadi pada awal pelaksa-
naan desentralisasi akan semakin mele-
bar.

Akibatnya, biia tidak ada dukungan
khusus untuk daerah-daerah tertinggal
dan daerah yang kerap terkena bencana,
maka ketimpangan akses antardaerah
akan semakin besar dan tujuan peme-
rataan di bidang pendidikan akan sulit
tercapai. Karena tingkat pendidikan
berkaitan dengan tingkat penghasilan,
maka dalam jangka panjang, keadaan
di atas akan menghasilkan perbedaan
tingkat kesejahteraan yang cukup besar
antardaerah.

2. Pendidikan Dasar dan Menengah

lstilah pendidikan dasar dan menengah
berdasarkan UU No. 20 tahun 2OO3 ten-
tang Sistem pendidikan Nasional meru-
pakan istilah yang merujuk pada jenjang

perc a <a- -:--a. -a-_:-l aa.(
m:'_3.=.:- -_a- zaa- :i-: 3 <:'
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Tabel3.

Perbandingan Bencana-Bencana lnternasional

Turki Gempa Burnt lTAqustB 17.127 8500 10.281

lndonesia

(Aceh)
Tsunami 26 Des 2004 165.708 4450 4.747

Honduras Topan Mitch 25 0k-8 Nov 98 14.600 3.800 4.698

lndonesia

(DlYJateng)
Gempa Burnt 27 Mei2006 5.716 3.134 3.134

lndia (Gujarat) Gempa Bumi 26 Jan 2001 20.005 2.600 2.9s8

Pakistan Gempa Bumi 8 okt 2005 73.338 2.851 2942

Thailand Tsunami 26 Des 2004 8.345 2.198 2.345

SriLanka Tsunami 26 Des 2004 35.399 1.454 1551

lndia Tsunami 26 Des 2004 16.389 1.224 1306

Sumbe[ Pusat Kesiapan Bencna Asia,

Thailand;E(LAC, EM DAI Bank Dunia.
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sosial yang tidak menguntungkan bagi

seseo ra ng atau komunitas tertentu'

Fenomena gemPa bumi meruPakan

peristiwa alam yang berada di luar ke-

hendak pribadi dan rekayasa sistem so-

sial. Gempa bumi merupakan peristiwa

alam yang meruPakan kehendak Sang

Adi Kodrati (Tuhan) namun dampaknya

sangat dirasakan oleh orang atau

masyarakat yang ditimpi kerugian dan

kerusakan akibat dari dampak gempa

bumi. Dampak kerusakan dan kerugian

akibat gempa secara internasional dapat

dilihat dalam Tabel 3 di atas.

Analisis World Bank (2006) menun-

jukkan bahwa damPak gemPa bumi di

bly d.n Jateng secara sosial dan eko-

nomi dapat dijelaskan sebagai berikut'

Kemiskinan, Yang telah melamPaui

rata-rata nasional di daerah rawan ben-

cana alam, akan diperparah cleh gempa

bumi ini. Hampir 880.000 orang miskin

tinggal di kawasan yang terkena dam-

pak gemPa bumi.

Diperkirakan, 66.000 orang lagi

mungkin akan jatuh ke dalam kemis-

klnan dan 130.000 mungkin kehila-

ngan pekerjaan mereka sebagai akibat

gempa bumi tersebut. Dampak terhadap

fiilungnyu pekerjaan khususnya parah

di bidang jasa mauPun manufaktur

berskala kecil. Perkiraan awal meng-

isyaratkan bahwa Produk domestik

biuto daerah ini bisa jatuh 5%, dengan

penyusutan ekonomi 18% di kabupaten-

kabuPaten Yang Paling menderita'

. - ',. 2, 5eptember 2007 
|

.a'--a^=' :3^ Pelayanan translsl

a\:- ::'. :-:=-:-ari terutama pada lo-

<a; - :.:: ----^ )rang sudah ada' Sua-

:-:--.: =: -:':rPerlihatkan bahwa

, !': :--' . : -3':a-{e uargayangrUmah-
^:. ".'.,':::: :1r99al di dalam tenda-

ia-:i : :::-i :.-ah sendiri' Dalam kea-

Ca:-::::-: - :a ngat mendesakuntuk

-=- ji: ..- 3:anya pemulihan cepat

--:-. '::-:-^a^ dasar beruPa air dan

s3- ::: I . :,.,-:an-kawasanyangterke-
'= .--:=' ;:-:a bumi.

J:::'-:: ::sa melaPorkan bahwa

--:- :3- '::: a r telah merosot meski-

p-- :.='s+:::^ alr bersih masih utuh'

K:--::':-:'lan dewasa dan anak

..'z- : -.' ::'is mengeluhkan kebu-

t--.- 3..:- :axaian dalam, Pembalut,
a a::.-::'! - can Peralatan masak'

--z -- = 
:. r r og is akibat bencana ini

s:-:',:--': : :ak diremehkan. LaPoran-

la::':^ ..-: :atif menunjukkan bahwa

t ^..:: :'u --a memang tinggi di kawa-

sa--..: ".:sar )'ang terkena dampak pa-

rar. S:':: s:cara signifikan diPerParah

c:' :-:--an etusan Gunung Merapi'

\':s< :-^ 'nasYarakat cepat bergerak

u r:-\ -erlastikan adaYa Pemondokan
cz'.-'z'. ,a^g memadai, mungkin diper-

luka'::SeraPa waktu sebelum kelu-

ar-ca-<: -a'9a tersebut siap untuk terli-

bat c3lan' kegiatan Perencanaan'

l-.r,ngan sebab-akibat a nta ra

den gan s iste m ekonomigemca 3!,jTll
yarE Daoa akhirnya memPengaruhi

12C

ke ar'gs,,rngan akes pendidikan bukan
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berarti mengabaikan faktor struktural
atau rekayasa sistem sosial yang mempe-
ngaruhi kemiskinan.

Berdasarkan analisis sturuktural,
corak pembangunan di lndonesia sela-

ma ini menerapkan paradigma deve-
lopmentalisme yang hanya meng-
untungkan kelas menengah ke atas

dan meminggirkan masyarakat pada
umumnya (Mansour Fakih, 1996, h. 80).

Dengan demikian, masyarakat korban
gempa bumi yang secara sosial dan kul-
tural sebelum peristiwa gempa bumi
berlangsung berada dalam alam kemis-
kinan, maka setelah gempa bumi kondi-
sinya kian menderita.

4. Teori Kebijakan Publik Transformatif

" Kebijakan" @ ol i cy) berasal dari bahasa
Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata
ini dalam bahasa Yunani dan Sansekerta
adalah "polis" (negara-kota) dan "pur"
(kota) yang kemudian dikembangkan
dalam bahasa Latin menjadi "politia"
(negara) dan akhirnya dalam bahasa
lnggris Pertengahan "politick", yang
berarti menangani masalah-masalah
publik atau administrasi.

Studi atau analisis kebijakan telah
berlangsung lama. Studi ini bertujuan
untuk menyediakan informasi bagi
pembuat keb'rjakan untuk dijadikan ba-
han pertimbangan yang masuk nalar
guna menemukan pemecahan masalah
kebijakan (William N. Dunn, 1998, h.87).
Dengan demikian, analisis kebijakan

memiliki dasar orientasi praktis yang
dalam banyak hal menjadikannya sama
dengan ilmu sosial terapan.

Kamus Besar Bahasa lndonesia (2005,

h. 149) mengartikan kebijakan sebagai
rangkaian konsep dan asas yang men-
jadi garis besar dan dasar rencana da-
lam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepe-
mimpinan dan cara bertinda( misalnya
dalam pemerintahan atau organisasi.
Selanjutnya, kebijakan yang dimaksud
di sini adalah kebijakan publik, yakni
kebijakan pemerintah yang diperuntuk-
kan bagi masyarakat secara luas atau
bagi publik.

lsu-isu yang terangkat dalam suatu
kebijakan publik selalu dinilai dari arah
partisipasi dan keterlibatan masyarakat
baik dalam perumusan, pelaksanaan,
implementasi maupun penilaian. Hal ini
terjadi seiring dengan perkembangan
politik dan pemerintahan yang semakin
lama cenderung mengarah pada alam
demokratisasi.

Model analisis publik demikian secara

historis muncul pasca-Perang Dunia ll
hingga masyarakat pascaindustri yang
ditandai mulai dari kelesuan ekonomi,
perang, hingga ketimpangan sosial-
ekonomi. Pada era pascaindustri, mulai
terjadi pelembagaan advokasi keb'tjakan
yang lebih bernilai politis atau untuk
perubahan daripada sekedar analisis
dalam pengertian ilmiah semata.

Politik dan pemerintahan dewasa ini
juga dihadapkan pada arus advokasi

1)1



kebijakan publlk yang secara empiris-

objektif melaku kan kajian sekaligus

pendampingan demi tercapainya hak-

hak sosial dan kultural masyarakat.

Dari perspektif ini, maka teori tentang

advokasi kebijakan publik menjadi sig-

nifikan untuk melihatfakta tentang kon-

disi sosial ekonomi di tanah air pada

umumnya maupun kondisi masyarakat

pascagempa bumi.

Mansour Fakih ('1996, h. 23) membe-

rikan inspirasi tentang perlunya suatu

arah kebijakan publik yang transformatif.

Ada tiga arus kebijakan berdasarkan

respon publik, yaitu sebagai berikut.

a) Konformisme, yakni arah kebijakan

yang hanYa menYesuaikan dengan

sistem dan kePutusan Politik Yang

telah ada.

b) Reformisme, yakni arah kebijakan

yang hanYa menekankan PerlunYa
partisipasi masya ra kat dalam pem-

bangunan.

c) transformatil yakni arah kebijakan

yang memberikan ruang bagi ma-

syarakat untuk melakukan Peruba-
han sosial dan memPengaruhi ke-

bijakan publik secara produktif dan

adil.

Berangkat daritiga haldiata5 nraka untuk

kepentingan konstruksi kebijakan pen-

didikan, termasuk di dalamnya adalah

kebijakan tentang kelangsungan akses

pendidikan dasar dan menengah bagi

korban gempa bumi, diperlukan model

kebijakan publik yang transformatif.

. . - ',, i,:ePtember2007 
|

5. Kerang ka KonsePtual

!:.- ,= *..-:=:: ^ ,', a angka PartisiPasi
o:-::.:- : ::-al air secara umum

1. ... -:--.:.^ (-'ang berkelanjutan

.a' :€-::.:- :asal', menengah, dan
'. '): -.'-=.=.:- :rakondisi semakin

.. ::.,: -asuk, daYa tahan,

c::3::-;;3 -- r': 2006.

r : :-';:--';:- :c'es Pendidikan dasar

aa -{tqa- :.-'t,"nsikan menurun de-

:g:- -:.;-::-.,: ar:gka kemiskinan dan

.--.';'.'a;' -=^ . -- samPing itu, uPaya-

t i2:2 1?' .:: -: <ai-r pemerintah yang

-:i - ::-.:->:-;'35 Pada rekonstruksi

f;.::--::-. : :: ia m nya infrastruktur

s:{: :- ;.-:- <*: ..nempengaruhi per-

sc€ :^ .?:-;s-^-can akses Pendidikan

!?'; :=':? :- :engan Problem sosial

Ca- :..:-:-':'g muncul.

C:,:: .,2'; c'oblematik, seperti ka-

s-s :::--..:-^)'3 sebagian besar seko-

la^: :::':^ 9:mPa bumi Yang masih

rn3--- j-: : ay'a masuk sekolah bagi

n-a:_,2.a.3: _, arg baru saja terkena mu-

srD3^ ;.-3a cumi, menandakan ada-

n\a <::,:-s-r dan arah kebijakan yang

be --::' a ^ can terkonstruksi dengan

ba lc

P:ic:<a:a^ kebijakan satu arah dari

pern:. ^:a- :an kebijakan yang parsiall

sucian : ca< r'^encukupi iagi' Diperlukan

konstr- <-, <ebijakan yang berhaluan
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transformatif, yakni kebijakan untuk pe-
rubahan yang mengubah kondisi ma-
syarakat menjadi kondisi yang semakin
adil dan berkelanjutan. Dalam konteks
kelangsungan akses pendidikan dasar
dan menengah bagi korban gempa bu-
mi di DIY dibutuhkan kebijakan yang
transformatif tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis pene-
litian kebijakan. Penelitian kebijakan
(policy research) adalah penelitian yang
membantu merumuskan kebijakan-kebi-
jakan publik. Penelitian kebijakan me-
nyediakan informasi untuk pengambil-
an keputusan dan aksi oleh pemerintah
untuk masyarakat, perubahan kebija-
kan, dan timbal-balik program (Ency-

clopedia of Educational Research, 1 992,

h. 1013).

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk
menyediakan kemungkinan adanya in-
formasi tentang kebijakan pemerintah
terkait dengan kelangsungan a kses
pendidikan dasar dan menengah bagi
korban gempa di DIY dan perlunya
kebijakan kelangsungan akses pendi-
dikan yang sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi nyata di tengah masyarakat
sehingga sebuah penelitian kebijakan
akan menghasilkan berbagai rekomen-
dasi penti ng untuk keputusan/keb'rjakan
di masa yang akan datang. Sistem kerja
suatu kebuakan memuat komponen-

komponen yang bersifat dinamis, multi-
linear dan komplementatif.

Penelitian kebijakan ini akan dilaku-
kan secara deskriptif dengan menggu-
nakan pendekatan kuantitatif. Penelitian
deskriptif adalah suatu metode pene-
litian yang ditujukan untuk menggam-
barkan fenomena yang ada, yang ber-
langsung saat ini atau saat yang lampau
(Nana 5. Sukmadinata, 2005, h. 54).

Dengan demikian, penelitian ini ditu-
jukan untuk memberikan gambaran
secara nyata tentang suatu keadaan,
yakni tentang kelangsungan akes pen-

didikan dasar dan menengah bagi kor-
ban gempa di Bantul dan Yogyakarta.
Selanjutnya, sebagai riset keb'rjakan,
maka gambaran tentang keadaan dan
harapan di lapangan digunakan untuk
menyusun rekomendasi kebijakan yang
perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, yang dalam konteks ini
adalah pemerintah baik pusat maupun
daerah.

Area yang menjadi sampel penelitian
ini adalah kecamatan yang memiliki
karakteristik sebagai lokasi yang parah

terkena dampak gempa bumi berda-
sarkan data yang dihimpun oleh Dinas
Sosial DIY (2005). Selanjutnya, dengan
didasarkan pada karakteristik tersebut,
pendidikan dasar (SD dan SMP) serta
pendidikan menengah (SMA)-nya seba-
gai sampel diambil secara acak (random)

untuk mewakili poputasi.

1)1



Tabel 4'

Penyebab Drop 0ut Secara Umum Tahun Ajaran

200612007 (Bantul)

Kondisi ekonomi
(66V0)

64 (660/0)
Kondisifrsik

(meninggal/cacat)

0 (070)
Kondisi psikis

(d e presi)

27 (280/0)
La in nya

e7 (100%)
lumlah

1)4
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Sebagaifaktor penentu yang lain, kom-
posisi sekolah negeri dan swasta juga
ikut dipertimbangkan untuk penentuan
sampel. Sementara itu, siswa/orang tua
yang akan menjadi sampel initentu saja

subjek yang masuk kategori sebagai kor-
ban gempa bumi Mei 2006. Dengan de-
mikian, sampel juga ditentukan secara
purposive.

PEMBAHASAN

Pemerataan pendidikan, termasuk di
dalamnya kelangsungan akses pendi-
dikan, masih menjadi persoalan men-
dasar di negara ini. Sebab utama yang
melatarbelakanginya adalah faktor ke-
miskinan yang berakibat pada lemah-
nya kemampuan masyara kat dalam
m engakses lembaga pendidikan. Kea-

daan ini semakin parah ketika serente-
tan bencana alam, termasuk gempa bu-
mi, melanda negeri ini.

Salah satu bencana gempa bumiyang
meluluh-la ntakkan infrastruktur, potensi

sosial dan alam, serta manusianya,

adalah gempa bumi yang terjadi di DIY

dan Jawa Tengah dengan kekuatan 5,9

skala richter pada tanggal 27 Mei 2006.
Peristiwa ini diprediksikan mempenga-
ruhi kelangsungan akses pendidikan, di
antaranya pendidikan dasar dan mene-
ngah.

1. Kelangsungan Akses Pendidikan
Dasar dan Menengah setelah
Gempa Bumi

Kajian ini menunjukkan bahwa dam-
pak gempa bumi yang melanda DIY ter-
utama Kabupaten Bantul dan Kota Yog-
yakarta yang menjadi area of concern
penelitian ini, menyumban g angka drop
out secara langsung. Apabila angka
drop out di jenjang 5D, SMP dan SMA,

misalnya pada tahun ajaran 2005/2007
itu dibandingkan dengan jumlah siswa
yang menjadi korban gempa bumi,
sebesar 47o/o siswa untuk Bantul dan
1 

'l o/o siswa untuk Yogyakarta, maka di-
peroleh persentase drop out sebesar
170. Sedangkan apabila angka drop out
dibandingkan dengan jumlah siswa

keseluruhan dalam tahun ajaran yang
sama, maka diperoleh persentase drop
out sebesar 0,3% (Bantul) dan 0,1 % (Yog-

yakarta).

Jika pada tahun ajaran yang sama

dianalisis faktor penyebab drop out,
baik dari sisi gempa bumi maupun
nongempa bumi, ternyata didapatkan
persentase drop out sebesar 0,5olo un-

tuk sekolah di Bantul jika dibandingkan
dengan siswa secara keseluruhan dan
0,30lo untuk sekolah di Yogyakarta. Selan-
jutnya, pada tahun ajaran 2006/2007,
diperoleh persentase drop out yang di-
sebabkan oleh gempa bumi dan non-
gempa bumi sebesar 1,906 (Bantul).

Artinya, ada kenaikan 1,4olo dari tahun
ajaran sebelumnya dan persentase drop
out sebesar 0,2olo (Yogyakarta) atau naik

1)5



Tabel5.

Penyebab Drop Out Secara Umum Tahun Ajaran

2006 I 2007 (Yo gYa ka rta)

Kondisiekonomi
Y

0

G

Y

A

K

A

R

T

A

o(o%)

0 (0 %o)Kondisifisik

(meninggal/cacat)

o (o%)Kondisi psikis

(d ep resi)

4 (10070)
Lainnya

4 (100%)
Jumlah



sebesar O,l o/o dari tahun ajaran sebe-

lumnya. Kecenderungan drop ouf di atas

terjadi pada semua jenjang yakni 5D,

SMB dan SMA seperti yang dijelaskan
dalam tabel 4,5,6, dan7.

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di-
ketahui bahwa jumlah pembelajar drop
out di Bantul pada tahun ajaran 2m6,l2m7
yang didasarkan pada gempa maupun
nongempa jika dibandingkan pada tahun
ajaran yang sama adalah sebesar 1,9olo.

Dengan demikian, persentasenya me-

ningkat dari tahun ajaran sebelumnya,
yaitu 0,5olo. Artinya, ada kenaikan angka

drop out sebesar 1,4olo. Sementara itu,

di Yogyakarta, angka drop out berkisar
O,2o/o, lang disebabkan oleh faktor se-

cara umum (gempa dan nongempa). Ar-

tinya, lebih tinggi sedikit angkanya, se-

besar 0,1olo, dibandingkan tahun ajaran

sebelumnya.

Sebagian besar penyebab droP out
masyarakat adalah alasan ekonomi. De-

ngan sendirinya, masalah ini didukung
oleh hasil penelitian ini yang mema-
parkan hal-hal sebagai berikut'

kisaran penghasilan orangtua/wali
secara mayoritas adalah di bawah
Rp.500.000,00;

titik perhatian korban gemPa juga

banyak beralih pada perbaikan infra-

struktur yang sebagian besar belum
diperbaiki;

tempat usaha milik orangtua/wali
pembelajar pada umumnYa belum
diperbaiki;

d) sebagian kecil ada yang ditinggal
mati orangtua/wali/saudara atau ca-

cat sebagai dampak gempa sehing-
ga tidak dapat melanjutkan Peran-
peran sosial-ekonomi keluarga.

Mayoritas orangtua/wali memberikan
keterangan bahwa dampak gempa bumi
telah membawa mereka ke dalam be-
ban yang agak berat hingga berat. Hal

ini, sebagaimana yang secara eksplisit
dikatakan oleh para orangtua/wali, di-
sebabkan antara lain oleh penghasilan
yang tidak cukup dan tempat usaha/
ekonomi yang belum pulih.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari
data di atas adalah bahwa angka drop
out yang muncul sebenarnya adalah
"puncak dari gunung es'i Artinya, di atas

permukaan laut hanyalah sedikit saja,

sementara itu bawah permukaan laut
sejatinya "potensi" drop out-nya lebih
besar dengan didasarkan pada alasan-

alasan yang menjadi bagian dari hasil
penetitian ini.

Asumsi yang didukung oleh temuan
ini tentu saja membawa kepada Pe-
nyimpulan sementara lainnya, yaitu
bahwa pada akhirnya, daya lanjut siswa
pun sebenarnya ada di "ujung tanduk"
dengan sejumtah beban ekonomi relatif
berat yang mereka mesti tanggung.
Angka drop outyang muncul sebenarnya

merupakan bukti tentang adanya daya

tahan siswa yang melemah dalam usaha

melangsungkan pendidikannya.

a)

b)

c)

u



Tabel6.

Beban Keluarga atas Biaya Pendidikan Akibat

Gempa Bumi(Bantul)

B

A

N

T

U

L

Tidak memiiiki 13 (60/0) - v/^ | s8 (e%)

Memilikldengan

tin g kat.

-Ringa n

-Agak Berat

-Berat

3e (18%) :'5c/a) 614(91Y0)

123 (550/0) li ,1870) 103 (17V0)

60 (27Y0) A' a- -- -a r8%) 315 (5170)

lumlah 235

(i00%o)

tl
'a^;

0 196(n\o)

Jumlah 97 (100V0)
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TabelT.

Beban Keluarga atas Biaya Pendidikan Akibat

Gempa Bumi (Yogyakarta)

2(4ok) 1s (33%)

Y

0

G

Y

A

K

A

R

T

A

Tidak memllikl

Memilikidengan

tingkt:

-Ringan

-Agak Berat

4 (9 o/a)

6 (190/o)7 (1\o/o) 11(230/o)

16 (55 7o) 17 (350/o) 12(390/o)

13(Qo/o)17 (770/0) 70(42V0)

50 (100 7o) 48(100%)Jumlah 44 (100 7o)
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2. lkhtiar dan Kebijakan Pemerintah
Setela h Gempa Bumi

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa langkah-langkah yang telah di-

tempuh oleh pemerintah meliputi stra-

tegi langsung dan tidak tangsung yang

ditujukan bagi korban gemPa bumi'
Strategi langsung dapat berupa ban-

tuan khusus untuk korban gemPa.

Sementara itu, strategi tidak langsung

adalah langkah-langkah yang secara

khusus tidak ditujukan bagi korban
gempa bumi tetapi memiliki efek dan

dampak bagi korban gemPa bumi, se-

perti program retrieval, BOS, perda ten-

tang pedoman Penerimaan Peserta
didik yang pro-masyarakat miskin, bea-

siswa keluarga miskin (gakin), program

pemberian jaminan pendidikan daerah

dan sebagainYa.

Dengan demikian, langkah Yang di-

tempuh oleh pemerintah secara umum

memang bukan menYasar Pada gemPa

bumi itu sendiri tetapi efek dan dampak

yang ditimbulkannya, yakni persoalan

sosial ekonomi, termasuk hambatan

dalam mengakses pendidikan secara

memadai.

Satah satu poin penting berjalannnya

suatu kebijakan adalah sosialisasi, ting-

kat pemerolehan (aksesibilitas) dan

responsivitas sekolah/masyarakat atas

keputusan yang dikeluarkan oleh peme-

rintah. Sebagai suatu kasus yang dite-

mukan dalam penelitian ini, peraturan

-',, - :eprember2007 
l

:=-:.-: :=::-=- :: afsanaan Penefi-

-::-l:::-:- -. r=-.na koadatahun

z r'r- |-'-,: :: -- :::-3-n 2007 /2008'
3:::: : :.j.:: .:::'= Oaik Oleh sekOlah.

i=::= - -' -=-ang juga mesti

::.- :.:-.1 : ::: i3!US SekOlah Yang
:::. -:-='-: 3:'3a Yang ditujukan
c:; ::: ;=.. .- ::'s3but. KasuS lain-
^;a a:-. n- ::: ;:(3 ah Yang meraSa

{::==::- :=-;:- ::'da terSebut Yang
-:--:.:-rAn sekolah itu

'a- =- 

j

'.'=--'-- :::i: =^ oendapat, Pada

-= :=.: :- : :':''lO melakUkan PU-
'a .--.- '.-:.- : : 

", 
ar pendaftaran atau

..' ?'- -.;- ::::':a didik baru, Pihak
3:-:- -::- !=-:' tldak secara me-
-.: -'-- -:-;:::: hambatan finan-
: : ::.: i- '.1--F di sisi Yang lain,

c:-:' -::- . -;e berdalih bahwa
..'1-=- ilS s:::rarnYa juga diguna-
(3^ --:-. -=--iipi biaya sekolah se-

::-: : -.: :=-::itaran, SPB Seragam

-. ;.-:::' - jiberl Perhatian lebih

i .- :=-:'-::^ adalah bukan sekadar

'.s3:- .:-: ::'nilai jangka Pendek
.:; .'.'a: -. .', a1i, sePerti bantuan

.-;:-^l :.::3 dibutuhkan resPon

',a'; a2'- a. ^ z menyeluruh. Pemerin-

Ia- :=:::3 ;-rber finansial masYara-

(-: ;::::- ::'roa bumi, sebenarnya

p:', ::'-: - oada aras strategis, se-

c.': : :.:s .-ggaran Pendidikan dari
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APPBN dan APBD yang memenuhi stan-

dar minimum 20olo. Salah langkah yang
mu ngkin saja dilakukan oleh pemerintah
akan membebani masyarakat yang da-

lam hal ini adalah orangtua/wati dalam
membiayai pendidikan peserta didik.

Data yang diperoleh melalui wawan-
cara menunjukkan bahwa hal-hal yang

telah dilakukan oleh pemerintah, dalam
hal ini dilaksanakan oleh Dinas PendidF

kan, tidak selalu sesuai dengan prosedur

kebijakan yang meliputi perumusan ma-

salah kebijakan, peramalan/formulasi
kebijakan, rekomendasi, impiementasi,
dan penilaian kebijakan (Dunn, 1998).

Misalnya, respon pemerintah dan Dinas

Pendidikan terkait dengan penang-
gulangan bencana gempa bumi Pada
tahun 2006 ternyata tidak disertai de-
ngan evaluasi atau penilaian secara me-
madai atas kinerja atau implemantasi
kebijakan sehingga bentuk-bentuk
penyimpangan tidak terdokumentasi
dengan baik. Temuan dari Lembaga

Ombudsman DIY (2007, h. 7-8) di an-

taranya menjelaskan bahwa pungut-
an-pungutan di luar ketentuan benar-
benar dilakukan oleh beberapa sekolah

di Bantul terhadap siswa korban gempa

sekali pun.

Temuan lainnya juga memperlihat-
kan penggunaan dana BOS yang tidak
sesuai dengan sasaran utamanya. De-

ngan demikian, tahap evaluasi imple-
mentasi kebijakan perlu dikembangkan

secara memadai oleh Dinas Pendidikan
terkait.

3. lkhtiar Sekolah

Sebagian besar sekolah melakukan
koordinasi strategis dengan komite
sekolah dan orangtua/wali setelah ter-
jadinya gempa bumi. Sebagaimana di-
ketahui, komunikasi pendidikan dan
administrasi pendidikan dengan meli-
batkan stakeholders, yakni komite dan
orangtua, merupakan hal yang sangat
penting dewasa ini. Citra sekolah
yang akomodatif terhadap aspirasi
stakeholders-nya menandakan sekolah
tersebut memiliki potensi demokratis
dan transformatif dalam pengambilan
keputusan.

Sekolah yang menjadi objek penelitian

ini juga memiliki sumber finansial utama
dari pemerintah dan hanya sebagian
kecil sumber finansial dari masyarakat,
bantuan donor/LSM, pinjaman dan
iuran orangtua/wali. Untuk kasus seko-

lah swasta, tentu saja pemasukan dari
masyarakat menjadi hal yang utama.

Pada tingkat pengambilan keputus-
an, agaknya sekolah-sekolah masih me-
ngalami sejumlah persoalan karena pe-

libatan orangtua masih rendah dalam
membicarakan kela ngsu nga n a kses
pendidikan bagi siswa korban gempa

bumi. Hal ini menyebabkan produk per-

atu ran/kebijaka n sekolah cenderung
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tidak produktif dan transformatif. Ti-
dak produktif di sini berarti bahwa
peraturan tersebut tidak mendukung
munculnya kreativita s sosia I sedangkan
tidak transformatif mengandung mak-
na bahwa titik berangkatnya tidak dari
persoalan akar rumput dan mengako-
modasi stakehol ders yang ada.

4. lkhtiar Orangtua (Masyarakat)

Sumber penghasilan orangtua/wali
masih tetap menjadi sumber pokok un-
tuk kelangsungan pendidikan keluarga-

nya. Sumber-sumber pendanaan yang

selanjutnya diharapkan dapat mendu-
kung adalah bantuan pemerintah, pin-
jaman, bantuan LSM/Ormas, dan ban-

tuan masyarakat lainnya.

Penghasilan keluarga baik yang te-
lah, sedang dan akan dikembangkan,
diprediksi tidak akan memberikan du-
kungan yang optimal jika tidak terlebih
dulu didukung oleh unsur luar, misalnya

pemerintah atau 5M, agar perekonomian

keluarganya meningkat ke arah yang

lebih produktif. Hal utama yang bisa

dipetik dari hal ini adalah bahwa refor-

masi keuangan sekolah memang tidak
cukup untuk mendorong peran serta

masyarakat tanpa dilakukannya refor-
masi kehidupan sosial-ekonomi secara

keseluruhan,

. .- - '., . 5eptember2007 
|

5. Harapan Se{rob h dan OrangTua

::: .:: -:--j- ^eiapan beSaf Se-
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::- ---,: . ==-.: . . ial lain adalah
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,=': :.?---- :.:-: "raupun pOtensial

: ::. -: -: - -= :-. -I<an prOSeS pen-
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-;:- ::. .:-: :: a- sedang, dan akan

-.- r: :.:: :':'itas pemerintah,

_,:. - :.-:..: :.-: : <an bagi keluarga

- :. - -.: ,=--: ..- ; menjadi catatan
z== =- ==-... = ':- f,flena liberalisasi

:?-| -t:-:: -:-D:r SemUa SektOf

::; : ::-;:-. :t-: dikan, sedikit-ba-
-.=. :.:- -.=-.-:: :-aaman baru. Hal ini

.--:. -.-..- =...- -ulai melemahnya
:--;;--; :u,:: ^ eg a ralpemerintah
aaa: =a- =?-- 

a --.: - nasyarakat secara
(a:= ----.:- :='- :;-< dalam sektorpen-

. -,-:--;- r:- ^arapan masyarakat
r -:-,-.:-: ,'t -:: :idak keluar dari
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marka persoalan yang sejatinya mereka
hadapi, yakni pemberian bantuan kelang-
sungan pendidikan ana( pemberian ban-
tuan langsung tunai yang memadai, dan
bantuan modal/usaha ekonomi.

Kebutuhan orangtua/wali terhadap
subdisi ini tentu saja tidak bisa dilepas-
kan dari beban sosial-ekonomi yang
dialami oleh masyarakat. Kebijakan
pemberian bantuan, khususnya pendi-
dikan, merupakan sesuatu yang terus
ditunggu-tunggu karena memang tan-
pa hal itu semua "puncak gunung es"
kelangsungan akses pendidikan sema-
kin tampak permukaan, yakni mem-
bengkaknya masyarakat yang tidak bisa

melanjutkan pendidikan dan angka drop
out akan semakin tinggi.

6. Rekomendasi Kebijakan

Ada beberapa rekomendasi kebijak-
an yang dapat ditetapkan dan diajukan
dengan memanfaatkan data yang telah
diperoleh dalam penelitian ini. Reko-

mendasi tersebut diarahkan pada pihak-

pihak yang berkepentingan dengan
u paya kelangsungan pendidikan bagi
korban gempa di Bantul danYogyakarta.
Rekomendasi tersebut adalah sebagai
berikut.

a. Pemerintah (Pusat), berupa perlu-
nya penanganan dampak dan kor-
ban bencana alam, termasuk gem-
pa bumi, secara antisipatif dan
berkelanjutan. Program-program

nasional yang telah berjalan sep-
erti BOS, retrievol, dan beasiswa
bagi keluarga miskin masih perlu
dilanjutkan, namun ke depan
perlu dipikirkan langkah-langkah
yang tidak parsial melainkan me-
nyeluruh (integral).

Pemerintah Daerah (Provinsi)

perlu melakukan langkah antisi-
patif dan menyediakan anggaran
yang memadai dalam menangani
korban dan dampak gempa bumi,
mengusahakan agar APBD sebe-
sar minimal 20olo dialokasikan un-
tuk sektor pendidikan, dan perlu
membuat jejaring informasi pen-
didikan untuk kelangsungan akses
pendidikan antardaerah di DlY.

Pemerintah Daerah (Kabupaten/

Kota) perlu melibatkan stokehold-
ers dalam penyempurnaan kebijak-
an pendidikan terutama yang ter-
kait dengan kelangsungan akses
pendidikan dasar dan menengah,
memutakhirkan data siswa yang
menjadi korban gempa bumi
secara khusus atau mas-varakat

miskin secara umum, mengem-
bangkan sistem evaluasi keb'rjakan
pendidikan yang memadai, dan
mengi ntensifkan penanganan atas
siswa korban gempa bumi yang
mengalami hambatan kelang-
sungan akses pendidikan dasar
dan menengah secara integratif
dengan perbaikan sektor lain, ter-
utama pemulihan ekonomi.
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d. Sekolah, berupa perlunya koor-
d nasi, komunikasi, dan sharing

dengan srakeholders dalam meng-
atasi problem kelangsungan akses

perd idi<a n siswa, pe'lu asa n jang-

kauan su m ber-sumber finansial
untuk ke angsungan akses Pendi-
dikan. dan perllnya sistem saving

atau investasi anggaran di level

sekolah u ntuk mengurangi beban
anggaran pada saat-saat tertentu.

SIMPULAN

Peristiwa gempa bumi Mei 2006

yang melanda DIY telah menyebabkan
melemahnya kelangsungan akses pen-

didikan dasar dan menengah. Angka

drop out yang tamPak adalah bagian

kecil dari potensi drop out yang sebe-

narnya dapat terjadi. lni semua diukur
dari tingkat penghasilan yang relatif
rendah, tempat usaha Yang belum
pulih setelah dilaksanakannya rekon-

struksi, titik perhatian masih diarahkan
pada perbaikan infrastru ktu r-fisik dan

sebagian kecil disebabkan oleh mening-
galnya kepala ketuarga atau saudara se-

bagai pencari nafkah utama keluarga.

Peran pemerintah, baik Pusat mau-
pun daerah, ternyata telah secara sig-

nifikan menekan angka drop out siswa

korban gempa bumi melalui program-

program yang secara langsung mau-
pun tidak langsung dimaksudkan untuk

- : ',. 2, September 2007 
|
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